BUPATI SiGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT! NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
FEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINOKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

RABUPATEN SIGH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SiGH,

bahwa dalam rangka peningkatan  kualitas
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
diperfukan pedoman pengelolaan Risiko
di lingkungan Pemerintah Daecrah;

bahwa  berdasarkan hasil evaluasi Badan
Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan
Perwakilan  Provinsi  Sulawesi Tengah atas
penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan
Pemerintah  Knbupaten Sigi, merekomendasikan
untuk melerigkapi kebijukan manajemen  risiko
dengan menambahkan substansi terkait penetapan
nsk appetite/sclera risiko, risiko fraud, dan risiko
kemjitraan serta menvusun pedoman evaluasi desain
dan implementasi manajemen risiko;

bahwa dalam rangks mengoptimalkan pengelolaan
Risiko di lngkungan Pemerintabh Kabupaten Sigi,
maka Peratiran Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sigi, perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf &, huruf b dan huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubsahan
atas Peraturan Bupari Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Rismiko  di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sigi;

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945;

« Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Sigi di Provingi Sulowesi
Tengah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4873,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

‘ Pemenintanan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimans telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengeganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negarz  Republik
Indonesin Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Pedomsn Pengelolaan Risiko di  Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Sigi (Berita Daerah
Kubupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 18};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
(Berita Dacrah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomaor 18) diubah sebagai berikut :

L. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbutivi sebagai berikout:

(1]

(2)

3

Pasal 5
Dalam melakukan pengelolaan Risike dibentuk struktur pengelolaan
Risiko yang terdiri atas
a. komite eksekutif :

1. Bupati selaku ketua;
2. wakil Bupati selaku wakil ketua;
3. sekretaris Daerah selaku anggots;

b. unit manajemen Risiko, terditi dari Perangkat Daerah yang

=3

d.

membidangi perencanaari pembangunan Daerah bertindak sebagai
koordinator unit manajemen’ Risiko,

UPR meliputi semua kepala Peringlat Daerah; dan

unit pengawasan terdiri dari Inspektorat vang bertindak sebagai
koordinator unit pengawasan.

Komite eksekutil sebageimana dimaksud peda ayat (1) huref a
bertanggung jawab :

.

b.

c.

d.

menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen Risiko;

menetapkan profil Risiko Daerah beserta dengan rencana mitigasinya
berdasarkan sasaran strategis Daerah secara tahunan;

menetapkan selera Risiko dan kriteriu Risiko yang beriaku di Daerah:
dan

memastikan  bahwa proses manajemen Risiko berjalan  efektif
di Daerah.

Uhit manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas
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& mendukung pengelolann Risiko tingkar Pemerintah Daerah;

b.

=

= =g

merumuskan kebijakan, amhan serta menetapkan hal terkait
keputusan strategis yang menyimpang dan prosedur normal;
menyusun profil Risiko strutegis Pemerintah Daerah dan rencana
pengendaliannya berdasarkan RPIMD dan direvisi/dimutakhirkan
setiap tahun;

melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah yang meliput: sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

membuat lasporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinasin
pengelolaan Ristko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris
Daerah;

memantay pentlatan Risiko dan rencana tndak pengendalian;
memantau pelaksansan rencana tindak pengendalian;

memantau tindak lanjut hasil reviu arau audit pengelolaan Risiko: dan
membuat laporan semestordan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan Risiko vang disampaiken kepada Bupati ¢.q. Sekretaris
Daerah dan Inspektorat.

[4) UPR merupakan unit organisasi vang bertanggung jawab melakukan
pengelolaan Risiko di lingkup kerjanyva

(5] UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertangsung jawab sebagai
berikut: '

€.

f.

melaksanakan kegiatan pénilajan Risiko atas Risiko tingkat stratepis
dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian vang
ada di unit ketja masing-masing;

mﬂap‘u:tkﬁnn peristiwa Risiko vang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
sehari-hari;

- menyelengearakan catatan historis atas tngkat capaian kinerja dan

peristiwn Risiko yang terjadi di masa |lalu dalam unit kerja masing-
masing sebagai indikator peringatan dini dan sebagai database untuk
mempredilos keterjudian Risiko di masa vang akan datang:
menyusun hasil penilaian Risiko untuk dilaporkan kepada unit
manajemen Risiko;

memberikan masukan kepada komite pengelolaan Risiko tentang
pelaksanaan pengendalian Risiko; dan

melakukian monitoring dan pengendalian terhadap pelaksansan
pengendalian.

(6) Umit pengawasan bertanggung jawab sebagai berikut ¢

b,

G

memantau pelaksanaan pengelolasn Risiko vang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

memberikan  peringatan  dini  dan  meningkatkan efektivitas
pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah; dan

melaksanakan kegiatan reviy dan evaluasi techadap rancang bangun
serta implementasi pengelolaan Risiko secarn keseluruhan.

2, Pasal 6 dihapus.

3. Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikun

Pasal B

UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ terdiri atas
a. Bupati sebagai ketua UPR tingkat Pemerintah Duerah:
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. pejabat eselon [l sebagai ketua UPR Perangkat Daerah;
UPR Tingkat Eselon 111 dan IV selaku anggota UPR;
- Bselon 1V/sub Koordinator yang membidangi program/perencanaan

sebagal sekretariat manajemen Risiko; dan

€. unit kepatuhan internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja
dibawah pemilik Risiko selain bidang perencanaan/program yang
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

. Ketentuan Pasal 9 diubab sehingga berbunivi sebagai berikut

Pasal 9

(1} UFR tingkat eselon Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
bertugas ;

a

2

membaritu kotmite eksekutil dalam menyusun kebijakan penerapan
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagai berikut |

1. katepori Risiko;

2. kriteria Risiko,

3. matriks analisis Risiko:

4. level Risiko dan selera Risiko.

menyugun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon 11 pada
Perangkat Daerah masing-masing;

menyusun réncana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon 1l
pndu Perangkat Daerah masing-masing;

melakukan (dentifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Perangkat Darerah;

melakukan kegiatan penanganan dan pemeantauan Risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(2} UPR tingkat eselon |1l dan IV sebagaimana dimaksud dalam Passa! 8 huruf
¢ bertugas :

ﬂ‘

b,

C.

d.

melakukan identifikasi dan analisis Risiko (erhadap pencapaian
tujuan dan sasaran keglatan;

melakukan keglatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikani dan analisis Risiko;

menginformasikan dan melaporkan level Risiko Permngkat Daerah
serta pelaksannan mitigas: Risiko Daerah dan Perangkar Daerah; dan
menatausahakan proses pengelolaan Risiko,

[3) Sekretanat manajemen Risiko sebagnimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf d bertugas dan bertangegung jawab sebagai berikut -

[ B

b.

L
d.

e

mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan satuan tugas SFPIP
terintegrasi Inspektorat;

mengkompilas) register Ristho dart masing-masing eselon;
menyelaraskan Risiko antar masing-masing eselon;

menyusun profil Risiko menjady dolumesn RTP Perangkat Daerah:
dan

mengkoordinasikan penilainn mandiri maturitas SPIP terintegrasi.

(#) Unit kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e
bertuges dan bertanggung jawab sebagai berikut:

]
b

.

memantau penvusunan profil Risiko den rencana penangsnan
Risilco:

menyusun laporan penyelenpgarann SPIP/realisasi pelaksanaan
RTP tinp semester dan tahunan,

memantau pelaksanaan rencans penanganan Risiko yvang telah
ditempkan oleh Pemilik Risiko! dan

momarnitau tindak lanjut reviu dan/atau audit manajemen Risiko.
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6. Setelah ayat (4) Pagal 10 ditambahkan 1 Isatu) ayat yakni ayat (5) sehingga
berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 10

(1} Proses pengelolann Risiko meliputi:

& identifikas) kelemahan lingkungan pengendalian;
b, pemilaan Risiko;

c. kegiatan pengendalian:

d. nformasi dan kemunikasi! dan

€. pemantausn.

(2} Proses pengelolaan Risiko schapaimana  dimaksud pada aynt (1)
diterapkan dalam suatu  siklus berkelanjutan,

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunva
periode penerapan selama I (satu) ahun,

[4) Proses pengelolasn Risike sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus menjadi bagian yang terpadu dengnn proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya orgenisasi, dan disesuaikan
dengan proses bisnis organisasi.

(51 Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ‘avat ()
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupati im.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah schingga berbunyi sebagal berikut ;
Pasal 12

(1} Kepala Perangkat Daerah wajib melakiikan Joous group discussion untuk
membuat penilaisn Risiko.

{2] Penilaian Risiko dimaksudkan untik mengidentifikasi Risiko vang dapar
menghambat pencapaisn tijuan ingtanst pemerintah dan merumuskan
regiatan pengendalian Risiko yang dipeflukan untuk memperkecil Risiko.

(3] Penilazan Risiko dilakukan atis:

A. ljuan strategis Pemetintah Daerah;
b tujuan strategis Perangkar Daerah; dan
€. tujuan operasional Perangkat Daerah.

[4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah nebugnimana
dimaksud pada ayat (3) hurul a dilaksanakan bersamsan dengan proses
penyusunan RPJMD atuu segera setelah diselesatkannya RPIMD.

(S) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan renstra PD atau segera sefelah diselesaikannva renstra PD.

(6) Penilaian Risiko atas tujuan operasional PD sebagaimana dimalksud pada
avat (2 huruf c dilaksannkan bersamaan dengan proses penvisunan RKA
Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannva RKA Perangkat
Daerah.

|7) Proses penilaian Risiko meliput ;

a identifilast Ririkn;
b. proses analisis Risiko; dan
€. evaluasi Risiko,
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8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingea berbunyi scbagai berikit

i1

12]

Pasal 16

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko vang dapat
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang melipun :

& tujunn strategls Pemerintah Daerah:

b. rujuan strategis Perangkat Daeral; dan

€. tujuan operasional Pernngkat Daerah.

Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan :

a.  mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat
pencapaian tujuan, pemilik Ristko. sebab Risiko, sumber Risiko,
dan dampak Risiko;

b. menggunakan metodologi yang sesuai untuk fujuan Perangkit
Daerah secara komprehensif;

¢. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali Risiko
dari laktor eksternal dan faktor intemal;

d. menilai faktor lnin yang dapat meningkatkan Risiko; dan

e. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

9. Retentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1
(2]
(3)

(%)

15)
(5]

Pasal 18
Regiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan
RTP

Kepala Perangkat Daerah melalsinakan RTP yvang terdapat dalam

dokumen pengelolaan Risika!

Implementasi RTP meliputi kegiatan :

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat
berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan

b. pelaksanann kebijakan dan prosedur pengendalian.

Setiap akhir tahun anggaran, kepala Perangkat Daersh waijib membuat

laporan pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalu

Inspektorat paling lambat bulan februari tnhun anggaran berikutnya:

Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avar (5) disam paikan kepada

Bupati dan kepala Perangkat Dacrah,

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah dan ayat (4] sampal dengan avat (8)
dihiapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

(1]
{2)

Pasal 21

Dalam rangka mendukung akumabilitas pengelolaan  risika,
Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolnan Risiko,

Laporan pengelolann Rimko meliputi :

i, laporan pelaksanaan penilaian Ristko;

b, laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko; dan
e. laporan berlala pemantauan Risiko oleh unit kepatubian internal.
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(3] Laporan peipicsanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a disusun setelah dilakukan penilainn Risiko vang terdiri dari

penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, peniluian Risiko strategis

Perangkat Daetah, dan penilaian Risiko operasional Peranghkat
Daerah.
(4) Dhbhapus.
{5) Dihapus.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(8) Dihapus,

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar aemq; orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannys dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru
patda tanggal 5 Mei 2025
BUPAT] 8IGl,

ttd
MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Msj 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,
ttd
NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SICGI TAHUN 2025 NOMOR 5

AGIAN HUKUM
> KABUPATEN SIGI

1205 200212 1 007




LAMPIRAN |

PERATURAN BUPAT! SIGH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISTRO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN S1GI

FEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

1. PENDARULUAN
A. Latar Belakang

Setinp aktivitas vang dilakukan organisasi, termasuk oleh Organisasi
Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari adanva Risiko vang dapat
berpengaruh  pada pencapajun tujuan. Risiko yvang dihadapi oleh
organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan
organisasi tidak tercapai Pengelolaan Risiko merupakan bagian vang
tidsk terpisahkan dan penvelenggaraan Sistem Pﬂngnndnlian Intern
Pemerintah (SPF). Semakin balk suatu organisasi dalam mengelola
Risikonva maka akan semakin baik pula penvelenggaraan SPIF nva
Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tatn kelola Pemerntah
jugs akan baik

Penguatan SPIP merupakan salah satu upava dalam meningkatkan
akuntabilitas Pemerintah vang mengarah pada clean and good governance,
Berdasarian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengenidalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis
besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP, Dalam ketentuan Pasal 13
sampias dengan Pasdl 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintall wajib melakukan
penilaian Risiko yaitu dengan cata mengidentifikasi dan menganalisis
Risiko atas fujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan
kegiatan.

Mendasarkan Pasal 13 nyat (1] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib. melakukan penilaian Risiko dan dalam rangka

penmgkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan
Risiko.

B. Tujuan Penvusunan Pedoman
Penvusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :
1. mengelola Risika dalam rengka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah;
2. mengindentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta

memantay aktifitas pengendalian Risiko dl lingkungan Pemerintah
Daerah.

ILLKEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan Kontels Pengololnan Risiko
konteks pengelolnan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Sigi dilakukan
atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (Entitas)
Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasionall
Perungkat Daerah.



1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerak

Pengelolaan  Rislko strategis  Pemerimmah  Dastah bertujusan
mengendalikan  Risiko-Risiko prioritas ams tujunn Jdan sasaran
strategls Pemerintah Daerah yang tertuang dulam dokumen Renecana
Pemerintah Jangka Menengah Daerah IRPJMD]. Pengelolaan Risiko
strategis tingkat Pemenintah Daerah dilaleukan oleh Kepala Daerah
berssiima Wakil Kepala Daerah, dibantu olek Kepala Perangkat Daerah
selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah
koordinasi Unit Manajemen Risiko.

2. Pengelolaan Risiko Strategis [Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan  Risike  strategis  Perangkat  Daersh bertujuan
mengendalikan Risiko-Rislko prioritas atas tujuan dan sasaran
surategis  Perangkat Daerdh  yang tertuang  dalam  dokumen
Perericannan Strategis Perangkat Dacmb (Renstra PD). FPengelolaan
Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh TNAGINZ-Masing
Pimpinan Petangkat Daerah bersama jajaran manajemennya sebagai
Unit Pemilik Risiko.,

J. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan  Risiko-Risiko prioritas atas tufban dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah vang tertuang dalam
dokumen Rencana Kerja Anggaran [RKA) Perangkat Daerah dan
perencanaan kera tahunan Perangkat Daerah seperti Penetapan
Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah [Renja dan/atan RKPD) dengan pengelolaan Risiko strategis
dan oprerasional tingkat Perangikai Dasrah dilakukan oleh Mmasing-
masing Pimpinan Peranglkat Dacrah bersama jajaran manajemennya.

B, Penetapan kategori, kriteria penilaian Risiko, dan selern Risiko
1. Penetapan kategori Risiko

Rategon Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi,
analigis, dan evaluasi Risiko dilakuken secari komprebensif, Kategori
Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi antara lain -

Ka .
. _Riﬁ: Hmﬂ” Diefinvisl .

Risiko yang disebabkan oléh adanva penetapan

Risiko kehijakan organisasi atau kebilakan dari intemnal

Kebijakan maupun  ecksternal  organisast  vang  berdampak

langsung terhadap organisass.

Risiko yang disebabkan ‘organisasi atau pihak

Risiko ekaternal  tidak  mematihi  dan/atau  tidak

kepatuhan | Melaksanakan peraturan perundang-undangnn dan|

B ketentuan lain vang berlaku, |

‘ | Risiko yang discbabkan oleh adanva tuntutan Rukam!

Risiko legal' | yenada arganisasi. |
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Kategori .
_ Risiko _Deﬂmm
Ristko yang disebablan oleh kecurangan ynng
disengaja vang merugikan keuangan negarm dan
L  daerah. Fraud meliputi penggelapan aset (barang milik
| Risiko fraud | napnry fdaorab atay kas/setara kas), korupsi {suap,
gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan
keunngar,

&

Ristko Rigiko vang &};nhn;:knn oleh menurunnya t:ingat
kepercayaan pemangku kepentingan eksternal vang

hﬂf&ﬁhﬂr -:lnrt persepsi negatif techadap organisasi,

| Risiko yang disebahkan aleh

. 1] Ketidakcukupan dan/atau  tdak berfungsinya

Risiko proses internal, kesalahan manusis. dan kegagalan

operasional sigtem;

4) Adanya kejadian ekstermal yang mempengaruhl
operagional organisas.

 Risiko vang berhubungan dengan mitra kerja yang

Wisiko | disebabkan oleh proses kerjasama antar organisusi

| Remitraan | vang dapat menganggu proses pencapaian tujuan.

reputns:

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan  kriteria  penilaian  Risiko  bertujuan  memberikan
pemahamian yvang sama bagi pihak-pihak vang terlibat dalam
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah  Daerah mergenal
kriterin  penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko vang telah
diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tinghat
Risiko yang dapat diterima maupun tingkar Risiko vang tidak dapat
diterima dan memerlukan respon penanganan lebih kanjut.

Rriteria Ristko disusun pada awal penerapan proses pengelolaan
Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala serin disesuaikan
dengan perubahan kondisi organisasi, Kriteria penilaian Risiko tereiri
dari 3 komponen, vaitu Skala Dampak Risiko, Skala Remungkinan
Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko {Nilai
Risiko|

i Skals Dampak Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak
Ristko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis
dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan kriteria skala 5. Dampak
Risika dan operasionalisasinya dapat dillustrasikan sebagai
berikut:
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Tabel 2.1

Skala Dampak Risiko Dalam Skula 5

Kategori Operasionalisasi Dampalk Risiko
% Skor
Dampa Keuangan Kinerja Reputasi Hukum
Adn
. Hambatan }
Sangat . mﬂm kegiatun g?;‘:f{"tm Sanksi
Kecil tertangomn . teguran li
materinl . i namun. tidak I|
tujuan tercapai material
Kerugian : Pelangearan
. Kerugian Negatif,
Kecil | 2 | Keel o | terhambar, terdapat e
materia} kurang efisien | pemberitaan ritigan
Negatif Pelanggaran
Kerugian Kegiatan a
Sedang 3 | cukup terhambat, torsebar binsa, sanksj
- : media lokal sedang
Negartif
Kegiatan tersebhar
b 4 kerugan sangnt dibeberapa ;ﬁ?mﬂl |
besar terhambat, media tertulis berat
tidak efekif nasional
lokal
Negarif Pelanggaran
Ketugian Kegatan tersehar serius,
Sangat ¥ | exnant terhent, dibeberapa sarikai berat
Besar s tujuan.  tdak | media dengan
tercapai nasional / hukuman
lokal pidana

Untuk Risiko yang masuk kategori fraud merupakan Risiko Vang
tidak dapat ditoleranst sehingga wajib dimasukian kedalam skor 5
[sangal tingz),

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriterin Kemungkinan terjadinya Risiko (Hkelihood)

Il Kriteria Kemungkinan dapat

mengginakan

pendekatan

statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari,

minggu, bulan, ahun), atau dengan expert judgement.
2} Penentuan peluang

terjadinya

Risiko di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan pendekatan kejadian
per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua
kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase
atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayeni dalam 1 [satu)
tahun dan jumlsh frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1
|&atu) tahun
3] Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinva Risiko di lingkungati
Pemerintah Kabupaten Sigi melipuri:
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Kriterin Kemungkinan N
Tingkat Persentase Jumlah frekuensi
Kemungkinan kemungkinan Kemungkinan
terjadinya dalam terjadinya dalam 1
| | periode | periode
Hampir tidak % < 5% Sangat jurang:
terjact (1) ' < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang:
Jarang terjadi [2) SHe<x<10% 2 kali s.d. 5 kali dalam
| tahun
= Cukup sering;
Eﬂd“"[;ﬁ;“"ﬂ“’ﬂ 10% < x < 20% | 6 kali .d, 9 kali dalam
| tahun
. Sering:
Sering terjadi [4) 2076 < x 5 50% 10 kali s.d. 12 kali
dalam 1 tahun
Hampir pasti Sarigal sering;
terjadi (5] x> S >12 kali dalam ] tahun

Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemnilik Risiko

dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Persentase diginakan apabila terdapat populasi yang jelas

atas kegiatan tersebut. .
b Jumilah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
¢. Skala Tingkat Risiko (Nilai Ristkn}

Skala nilai Risiko atau matrik Risiko merupakan hasil perkalian
skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko vang diperiukan
untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko vang dapat
diterima (acceptable nsk) mayupun tingkat Risiko vang tidak dapat
diterima (unacceptable risk),

Tabel 2.2
Matriks Analisis Risiko
Level
Matriks Analisia Risfio 1 2 = S

Tak | goci | sedang |Tinggi | Sansat

E 5 Hamypir Pasti
= _5: 4| Kemungkinan Besar
.ﬁ 513 Mungkin
_E 2 Jarang
1 Sangat Jarang
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Tabel 2.3
Level Risiko
Level Risiko Besaran Risiko Warna

Sangat Tinggi [5) 15-25

Tingg (4) 10-14
Sedang (3) 5-9
Rendah [2) 3-4
Sangat Rendah (1) 1-2

3. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Toleransi Risiko terknit dengan penerimaan dan keluarsn
manfaat dari pengambilan suatu Risiko spesifik dan memiliki sumber
daya dan penpendalian yang tepat dalam rangka mentolerir Risiko
tersebut, Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan /atau
kuantitadif
Selera Risiko menjadl dasar dalam penentuan toleransi Risiko,
yalni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dun
Level Dampak Risiko vang dapat diterima, sebagaimana dituangkan
pada Kriteria Risiko. _
Penetapan Selera Risiko untuk setiap level Risiko sebagai berikut ;
Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima
dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;

Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih
besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang
Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggl harus ditangani
untuk menurunkan level Risikonyva,

Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut ;

a.
b

C.

Tabel 2.4
Selera Risiko
Level Risiko m“ﬁ e Tindaken vang diambil
Sangat Tinge (S 15 - 25 Diperlukan tindakan segera utk
g & (5] ‘mengelola Risiko
. » Diperlukan tindakan untuk
Tingai [4) 10-14 mengelola Risiko
Diambil tindakan jika manfaat
Sedang () 59 febits besar daripada biava
Rendah (2) 3-4 Tidak diperiukan tindakan
Sangat Rendah (1) 1=-2 Tidak diperiukan tindakan
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C. Waktu, Tahapan dan Pthak Terkalt Dalam Perigelolaan Risiko
Wakt, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko adalah

sebagai berikut:
Tuhapan
Cutpur Tahiapan
No Wikt ) At B fko| Pelaksana | Pengelolann
Dacrah tsiko
L. | Proses Proscs #. Arahan dan L Komite . Dokamen
Penyvusunnn Penvusunin keliljakan L Eknekutif Anhun dan
RPIMD (saro REIMT penilaion Unit kelbyijnkan
tahun sebelum Ristko 5 Manujemen penilaian
REJMD 5 tabranan Rimiko ([UMH)| Risiko 5
tahiunan besjala b, Penyusunan Pemeriniah tehunan
#.d REJMD Risiko Darrah b, Dafinr Hisiko
ditetaploan) Strategis c. Unit Pemilik dan RTV*
Pemerintuh Risiko (U} Strategis
Daerul Pemerintah P:mﬂﬂnl-nh
Diernh Daemh
2. |Proses Proses Peryusunan i Unit Daftar Risiko
pPrayusunan Penyvusunan | Rislko Mangjemen | Dan RTP
Renstra Henstm Strategis (Entitas) | Risiko (UMR] | Stategis
Peranghnt Perangkat Perangkal Daerah | Pemerintnh | (Entitas)
Pasrah fsitu Dueral Diverah Peranghkat
fuhiun b, Untit Pemillk | Daerah
sebelum Risiko [UPR)
RPEJMD 5 Pemerintih
Inhunan Daerah
berjnlan s.d
HPEJMD
ditetapkan
3. |Desember Tahun | Peovusunan | Ambhsn dan . Komite Dokumaon:
-2 s.d Me REPLY dan kehijakan Eksekitif Amhan dan
Tabhun n-1 Rerijin penilsian Risiko | b, Unit boetrijabenes
Perangkat tahunin Managemen | penilaian
Prawerah Risiko [UMRE) | Risiko
Pemeriniah tnhuruan
Daerah
€. Uinit Pemilik
Risiko [UPR)
Femerintah
Daerih
4 [Juni- Jul Penyusunan | Revia dan . Komite Duflar Risiko
Tahun n-1 KUA PPAS pemutakhirn Eksekutif | Dan RTP
(Penetsapan Risiko Strategis (b, Uit Strotrgis
sasaran Pemerintah Manajemen | Pemerintah
makro dan Daerah Cototan: Risiko (UMR) | Daerah yang
pagu Risiko stratopis Pemerintah | dimutakhirkan
ATEgaImn Pemerintah Daerih
Pemerintah Darmh akan . Linil Pemilik
Daernh) direviu dan Risiko [LTPR)
dimutakhirkan Pemerintah
setiap tahun Daerah
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Tahapan
. : . Crutput Tihapin
Mangjemen Tahopun
" Walny Pemerintah | Pengeloluan Risiko| 'Tlksatia | Pengelolann
__Byetuh Risilko
5 |Apustos - Penvusunan | Penyosunan Komite Daftur Risiko
September Tahum RKA Risikn Manajemen dan RTP
-1 Poranghai Operasbona Risiko Opermsional
Daetrah Peranghkat Peranghat Perangkait
(Penictapan Daeral Diierah Daerah
TETHC R
ansarsn &
Paigu
ANPWITAN por
kegintan)
6 |Oktober Penyusunun . Pengomunikasi . Unit Pertailan
Tahun n-1 RAVPHD, in Risiko dan Mnanajemen HT‘I"
Perdn AFHD RT¥ Risiko b. KSOP
7  INovember - Penyusunan |- Penyusunan (UMR) Notulen
Desember Tahun | Rancangan atall Revisi Pemerintah [tnplmunik
n-1 DPAPD, dun | KSOP Dacrah
petetapan  F- Pengomunikasi b Unit Pemilik d. Finaﬂmui
DPA PD- an  perubahan Risiko [LTPR) Daftar
KSOP Pemangloat Risiko dan
Diernh KTP
8 |Januar sd Pelaksanann | Penyusunan atou . Und K8Or
Pesember Tahun | APBD penyCmpuTTasn Munsajemen
n KSOP (Tindak Risiko
Lanjut RTP {UMR)
Pemerintah
Duserh
h. Ulnit Pemilik
Riuiko [UPR)
Femerniah
Doerah
Pelnkzannan KSOP Komily Bukii
Mansjemen pelaksannan
Risika KSOP
Perangkat
9 | Berkala Pelaporan dan . Unir . Form
(Semesteran) RSOF Munajemen Maonitaring
Rislko ([UMR| | Risiko
b, UPR Tingkat | b Form
Pemérintah Monitoring
Dacrah TL RTP
c. UPR Tingimt
Perangkot
Dacrah
10 |Berkala Felupornn den a. Lo e Farm
[Semesteran) KSOP Manajemen Maoniioring
Risiko (UMR] |  Risiko
b. UPR Tingkat . Form
Pemda Monitaring
c. UPR Tingkut | TL RTP
Pernnghut
Daerah
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Tahapan _
; Critput Tahn
No Wakti m‘“ﬂ M#M“I T Rl Pelaksan Penm:mm!:n
Dacrah Risiko
11 |'Trowulan I Reviu penerapan | Unit fi. Form
tahun n manajemen Risiko | Pengawasan Momitoring
Persngkat Dacrmh Hisiko
(. Form
Manitoring
TL RTP
12 | Triwulan IV Penilaian mandin | 4, Koordinator . Form
tihun n-1 s.d Mataritas SPP Penilalan Monloring
Triwulan [ tahun! Terintegrisl Manddic Risiko
n Muintueritas ih. Form
5P Momnitoring
b, Umnit TL RTP
Manajemen
Risiko
(UMR)
Pemerintah
Dacrah
. Unit Pemilik
Risiko (LTPR)
Peranghat
13 [Trwulsn 1l s.d FPenjaminan Linit Laporin
triwailan [l Kualitas Penilnian | Pengawasan Rekomendasi
Tahunn Mandiri Maturitas Perbaikan
SPIP Terintegrasi pada Lapom
Hasil Penliaban
Mundir
14 | Triwulen I Tnhuuﬁalnpumn Pelaporan 6 Komite Lapoman
n« 1 Pengelolaan Risiko|  Ekselunf Pengrlolonr
Tohun o b Unit Risiko Tunhun n
Manajemen
Rixiko
(UMR)
Prmerintah
Dacmh
. Uinit Perodlik
Risiko (L)
Peranghal
Darmah

1. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daecrab dilakukan atas tujuan strategis
Pemerintah Daerah, tujuan strategls Perangkat Daerah, dan tujuan pada
tingkatan kegintannya (operasional),
Pengelolann Risike dilakukan melalut perigembangan budayva sadar Risiko,

pembentukan struktur pengelolaan Risiko. dan penvelenggaraan proses
pengelolaan Ristko.

A. Pengembangan

Budaya Sadar Risiko

Pengembangan budava sadur Risiko dilakukan sesuai dengan nilai-nilsi
organtsisi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian

kesatu pengembangan budava sadur Risiko pada pasal 4 (empat),

B. Struktur Pengelolaan Rislko

Struktur

pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Sigi, sebagaimana

telah terdapat penjelasan pada bagian kedua pembentukan struktur
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pengelolaan Risiko pada pasal 5 (lima), berikut bagan struktur pengelalaan

Risiko sebagai berikut:
Gambar 3.1.
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten
Komite Ekselyti]
1. Pupat .
2, Wakil Bupati
3. Sekretaria Dosral
Kepala Perunglat - *  Unit Manajemen Risikn -+ Unil Pengawasan
Dacrah + - - Bappenda - [ speictarin
Keterangan:
—_— : Garis Komando
e : Garis Koordinasi
Gambar 3.2,

Struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah

Eselon 2 atau Kepala
Peranpkat Daerah

|

i
Essban [T dan IV

=

- - ==

;

.

: ot A o .
Esehor [V st Sk Koardinnise - = - p Unde Hﬂ:{uﬁmﬂmwm

Urunman Perentanaen/Program 4= =<~ dituajuk selain yung embhbang

Keterungan;

—

: Garis Koordinasi
: Garis Komando

C. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran mandjemen dan segenap
pegawa di lingkungan Pemerintab Kabupsten Sigi dengan tahapan sebagal

benkut :

Gambar 3.3.

Proses Pengelolasn Risiko

------------
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]
F
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Tahapan proses pengelolann Risiko Pemerintah Daerah tersebut terined
sebagail berikut:
L. identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendaliar.
Ikhusar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern
disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Ikhusar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern

Tujuan *| Mengidentifikasi  kelemahan-kelemahan

dalam setiap sub unsur lingkungan
| pengendalian intern |
 Keluaran * | Simpulan kondisi lingkungan
pengendalian intern dan kelemahan dalam
sub unsur lingkungan pengendalian intern
yang memeriukan perbaikan

Pelaksana/pihak ' | Tingkat Pemenntah Daerah :

terkait - Komite Eksekuri

= Unit Manajemen Risiko (UMR)
Femerintah Daerah

= Unit Pemilik Risiko (UFR) Pemierintal
Daerah

| I— —

T Wakzy : | - Penyusunan RPJMD
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun
pada saat penvusunan

um u | =| = Reviu dokumen, analisis informasi
dari tnedia massa, wawancara dll

- Survey persepsi atas lingkungan
pengendalian intern dengan metode
Control Environment Evaluation (CEE)

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan wajib/
pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

CGambar 3.4
Langkah Kerja ldentifikas! kelemahan lingkungan pengendalian

-ﬂ‘-.l-" — . i
i SRTE SEDTES ORESme
berits, wewance e duts Fulant=n i CE ey pesneps
mnrys

a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
1} Penyusunan lembar kuesloner survel lingkungan pengendalian
dan kertas kenja tabulasi kuesioner (contoh format disajikan
pada Lampiran Il Form 1.
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2] Persiapan Data

Deta yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian

urusan wajib/pilihan Petherintah Dasrah dapat berupa:

a) Laporan hasil audit pads  Pemerintah  Daerah  vang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan
audit lainnva atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) Hasgil reviu/evaluasi  atas  penyelenggarsan  urusan
wajib/ pilihan oleh inspektorat Daerah;

¢} Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilthan Pemerintah Daerah;

d} Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah
Dasrah dari berbagai sumber misalnya media massa,
internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain vang
relevan.

b. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE
Survel ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawal terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian
urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai bagian dokumen
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah. Survei
tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation
(CEE]}, vaitu suatu penifaian mandin atas
pengendalian / Control Self Assessment (CSA} yang diaplikasikan pada
Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil surver terdapat informasi
vang perlu diperdalam atau diklarifikesi maka dapat dilakukan
klanfikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami
urusan wajib/pilihan vang dilalgkan penilaian.
Contoh simpulan kKondisi limgkungan pengendalian intern Pemerintah
Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FOD
Pemprov XYZ yaity memadal atau kurang memadai sebagaimana
disajikan dalam Lampiran 11 Form 1

. Penilaian awal kelemahan lingkungan pengendalinn melalui Reviu
Dokumen _
Penilaian kelemaban lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-
permasalahan dalam Hngkungan pengendalian. Penilaian kelemahan
dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada
langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman inf, sehagai contoh data
vang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi Hngkungan
pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:
1} Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BFK:
2} Berita pada media massa.
Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan
lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Dacrah sebagaimana
disajikan pada Lampiran 1] Form 2.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan hasil penilajen awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada
Pemerintah Duaerah dengan menggunakan Kertas Keria sehagaimana
disajikan dalam Lampiran | Form 3.
Pemerintah Dacrah dapat melakukan wawancara;/ konfirmasi apabila
diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi  yang lurang
jelas/memetiukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.
Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian vang baik,
sedapat mungkin Kepala Daerah /Kepala Perangkat Daerah diikutkan
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dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan
akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemetintah Daerah akan
bagi
Ingkungan pengendalian,

mernjedi  dasar

4. Penilaian Risiko

penyusunan rencana tindak perbaikan

Tkhtisar Penilainn Risiko disajikan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2

[khtisar Penilaan Risiko

Tujuin

Menetapkan konteks ftujuan dan memilih
tujuan yang akan dilakukan penilaian
Risiko

Melakukan identifikasi Risiko dan analisis|
Risiko

Menetapkan Risiko-Risiko vang akan
ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)

Keluaran

Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah
Daerah  untuk Hap-tiap wurusan dan
indikator kinerjanva

Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas)
Peranghat Daerah

Daftar tujuat kegiatan utama Perangkat
Daerah  untuk tiap-tiap urusan dan
mdikator kelunrannva

Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar
Risiko] Urusan Wajib/Pilihan strategis
Pemeriritah Daerah

Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar
Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis
|[Entitas} Perangkat Daemh .
Kertas Kerja identifikasi Ristko (Daftar
Risiko) Urusan Waiib/Pilihan Gperasiomal
Perangkat Daerah

Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan
Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah,
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan
Operasional PerangkatDaerah

Rertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan
Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah,
Strategis (Entitas] Prrangkat Daemh dan
Operasiona) Perangkat Daerah

Pelaksana/pihak
terkait

.

. | Strategis Pemerintah Dacerah :

-

-

Unit Manajemen Risiko (UMR] Pemerintah
Dasrah

Linit Pemilik Risiko (LIFR] Pemerintah |
Daerah Strategis [Entitas) Perangkat
Daerah :

Sekretarint Manajemen Risiko Perangkit
Paerah

Unit Pemilik Risiko (UPR) Peranigkat Daerah |
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|' | | Operasional Perangkat Daerah _ |
- Sekretarial Manajemen Risiko Peranglkat

| Diaerah

Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daemh

| Waktu . | Strategis Pemerintah Daerah

- Penyusunan RPJMD

- Direviu/ dimutakhirkan setinp tahun pada
saal penvusunan KUA/PPAS

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah ;

- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat
Draerah

- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada
sant penyusunan RKA Peranghkat Daerah

Operasional Perangkat Daerah
Paca saat penyusunan RKA Perangkat Daemh

‘Sumber data utama | : CSA/FGD

Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut ;

Cambar 3.5
Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/ Pilihan
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a. Menetapkan konteks/ tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan vang akan dilakukan
penilainn Risiko
Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetaphan
*komteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan- rojuan
pada tingkat strategis Pemerinteh Daerah, tingkat strategis (Erititas)
Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah vang
selanjutnyn  akan dilakukan penilaian  Risikonyn. Dengan
memahami tujuan yang hendalk dicapai pada tiap tingkatan, Risiko
pade setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dignalisis.
Keterkaitan antara tyuan pada masing-masing uriit  kerja
lorganisasi) dengan tngkat penilaian Rigiko disajikan pada Gambar
3.6
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untk
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinera
organisasl yang akan dicapai Keluaran vang dibnrapkan pada
tahap int adaleh adanya dafltar tujuan/sasaran, indikator kineda
pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas Perangkat
Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan
disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.
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Gambar 3.6
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko
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Pemilihan tujuan/sasaran yvang akan dilakukan penilaian Risiko
didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut
merupalan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki
banyak permassiphan dalam pencapniannya, serta penting dan
mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnye
antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program
prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berart

bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai Risiko

dan pengendaliannye. Penilaian Risiko dan pengendalian atas
tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tinp-tiap tingket dijelaskan

sebagai berkut:

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah Contoh
format penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah
disajikan dalam Lampiran [l Form 5.

[khtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan
dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3
lkhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan | - | Memperoleh informasi tujuan/ sasaran
strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tap
wrusan dan indikator kinerjanya

Reluaran | ' - Daftar tujuan/ strategis Pemerintah
Daerah dan' indikator kinerjanyva
- Daftar Urusan wajib/pilihun dan

Pelaksana /pihak | : | - Unit manajemen Risiko (UMR) Pemerintah
terkait Dasrah
- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah

Daerah
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"Waktu : [' ?myuuumn_lﬁ’dul)
- Direviu /dimutakhirkan setiap
| whut pada saat penyusunan
KUA/PPAS
| Sumber data | | | RRJMD

utama

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daersh pada
dasarnyn dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang
tertuang dalam RPIMD. Namun demikian, dalam penetapan
konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memilih beberapa tujuan dengan mempsrtimbanghan tujuan
prioritas sesuni dengan visi dan misi Bupati atau pertimbsngan
profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas
dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan

dalam *"Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5

Tahunan®.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah

Daerah adalah sebagni berikut:

(1) mendiupatkan dan mempelajari RPIMD, serta data lainnya
terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan,
dsh,;

(2} identifikesl tujuan, sasamn, dan Indikator Kinerja Utama
terkait fujuen strategis yang diidentifikast sebagaimana
tercantum dalam RPJIMD;

(3) identifikasi data atau informam lsin vang relevan misal
prigritas pembangunan atau program unggulan terkait
dengan tujuan/sasaran dart urusan wajib/pilihan vang
dipilih berdasarkan RPJMD;

(#] menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daersh
vang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan
dilakukan penilaian Risiko bisa selurub atau sebagian
sasaran sesual kebutuhan,

(5] tuangkan hasil identifikasi pada Lampiran || Form 8.

Beberapa hal yvang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

(1] FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan
artara tujuan/sasaran/indikator menurut RPRIMD dengan
faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FOD
menyvepakati - tujuan/sasaran/indikator  vang  akan
digunalkan untuk keperluan penilaian Risiko,

(2] Perbedaan padn angla | tersebut dapat menjadi baban
masukan bagi perbatkan dokumen perencanaan (REIMD).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis {(Entitas) Perangkat Daernh

lkhtisar penetapan tujuan strategis (Entitas) Perangkat
[Caersh disajikan dalam Tabel 3.9
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Tabel 3.4
[khtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Tujuan ¢ Memperoleh informasl tujuan/sasaran
strategis (Entitas) Perangkat Daemh
untuk tiap-tiap urusan dan indikator
kinerjanya

Keluaran . Daftar  tujuan/strategis  |Entitas|
Perangkat Daerah untuk tiap-tiap
urusan dan indikator kineranva

Pelaksana / pibak ¢ - Sekretariat Manajemen Risiko
terkait Peranghkat Daerah
- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkar
Daerah
Waktu .+ Pada saat penyvusunan Renstra
Pernngkat Daerah

- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun
pada saat penyusunan RKA
Perangkat Dugrah

Sumber data utama : Renstra Perangkat Daeril

Penctapan tujuan/konteks strategin [Entitas) Perangkat Daerah
dilakukan aleh masing-masing sesuai urusan yang diampunys,
sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 6.

Langkah penetapan  konteks/tujuan strategis  (Entitas)

Perangkat Daerah wntuk setiap urusan adalah schagal berikut:

(1] mendaparkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah,
serta data terkait lainnya;

(2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
terkait dengan urusan wajib/pilihan vang diidentifikasi Vang
mendukung pencapaian tujuan  strategis vang tejah
ditetapkan pada penectapan konteks strategis Pemeriniah
Dasrah,

(3] mienetapkan sasaran dan IKU Strategis (Entitas] Perangkat
Daprah yang akan dilskukan penilaian Risiko, Sasaran Yang
akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesual kebutuhan;

(4} menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran 1l Form 9.

¢l Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
lichtisar  penetapan  konteks/tujuan  operasional Perangknt
Daerah disajikan dalam Tabel 3.5
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Tabel 3.5
Ikhtisar Peretapan Tujuan Operasional
Perangkat Daerah

Tujuan . Memperoleh  nformasi program,
keglatan utama, tujun keglaten dan
indikator keluaran untuk tiap-tiap
urusan wajib/mlihan vang dikelola
oleh setiap Perangkat Daerah

Keluaran : Daftar  rujuan  kegiatan  Utioma
Perangkat Daerah untuk tiap-tiap
uriisan dan indikator kelyarannya

Pelaksana /piliak ¢ - Sekretariat  Manajemen  Risiko
terkait Perangkat Daerah
- Unit Pemilikk Risiko (UPR) Perangka
Paerah
Waktu ¢ Pada saat penyusunan RKA
Perangkat Daesrah
Sumber data utama  : Renfa
Sumber data lain : DPA Perangkat Dasmh

Peneiapan tujuan/konieks operasional Perangkat Daersh
dilakiukan oleh masing-masing terkall sesusi urusan VENg
diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran Il Form 7.
Penetapan  tujuan/konteks  operasional dalam  rangka
mendukung tujuan strategis,

Langkah penetapan konteks/tujusn operasional Peranghkat
Daerah untuk setiap urusan adalah sebagaj berikut:

1} mendapatkan dan mempelajard Renja dan RKA Perangkat
Daerath, serta data terkait lainnya;

|2} identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait
dengan tujuan strategis Perangkat Daerah vang sudah dipilib
sebelumnya:

(3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran vang
akan dilakukan penilatan Risiko. Kegiatan utama vang akat
dilakukan penilaian Risiko pada dasarnys dilakukan untuk
scluruh  kegiatan utama. Namun demilian, Perangkat
Dacrah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran
sesuai dengan wvisi dan misi kepala daerah atau
pertimbangan profesiona! lainnya;

(#) menuangkan hasil identifikam pada Lampiran Il Form 10

2) Menyiapkan penilaian Risiko
Sebelum proses penilaian Risiko dimulai, beberapa hal periu

dipersinpkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian Risiko
disajikan pada Tabel 3.6




Tabel 3.6
lkhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan
 Tujuan | - ‘Menetapkan kriteria dan  skala
dampak serta kemungkinan Risiko
= Menetapkan skala Risiko yang
dapat diterima

Keluaran 11~ Skaln Dampak dan kemungkinan |
| | = Skaln resiko yang dapat diterima

Pelaksana/pihak | = Sekretariat Manajemen Risiko
terkail Perangkat Daerah
= Unit Pemilik Risiko (UPR) Peranghkat
Daerah
Waktu : = Penvusunan RPJMD
- Direviu fdimutakhirkan setiap
tahun pada saat penyvusunan
L ___KUA/PPAS .
Sumber data utama :‘- Pedoman Penilaian Risiko
- CSA/FQD

—

al Menewapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan
Risiko
Penetapan skals dampak dan kemungkinan agar mengaocu
kepada Pedoman Penilaian Risiko vang ada pada Pemerintah
Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman
Penilaian Risiko Pemerintali Daérah, penetapan kriteria dan
skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui
FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan
sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.2 pedoman ini,

b Meneuipkan tingkat Risiko yang dapat diterima
Tingkat Risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilaj
Risiko den matriks analisis Risiko sebagaimana telah disajikan
pada Tabel 2.3 pedoman ini.

¢] Menuengkan kesepakatan vang dihasilken dalam suatu
dokumen _
Semua kescpakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam
dokumen, Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap
berikutnya.

d} Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksansan penilaian  Risiko, periy
dipersiapkan bahan misalnya bagan aiur proses kerja, peraturan
perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas
lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko,
dan sehagainya,

b. ldentifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian
tujuan dildentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang
diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melaiui peristiwa vang sudah
pernah terjadi atau peristiwa yvang diperkirakan akan terjudi.  Pada
tahap identifikasi Risiko, selam pernvamsn Risiko, juga
disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko,
penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penvebiab Risiko apakah dapat
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dikendalikan  (controllable) atau tidak dapat dikendalikan

(uncontrollable] oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima
dampak Risiko,

Contoli kode Risiko vang digunakan dalam pedoman ini
menggarnibarkan tingkat Risiko, tahun pelaksanaan penilaian Risiko,
jenis urusan. Entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut
Risiko di Entitas Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah
sebapai berikut:

RSO | . 19 . 20 ‘ 05 ; gl
RSO Kode Jenis Rislko untuk Risiko Strategis Perangkat
Daerah .
19 ¢ Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2019
00 + Kode urusan wajib/piliban  funtuk Risiko strategis

Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)
Atau tujuan strategis (umtuk Risiko strategis Pemerintah
Daerah)

0s : Rode Pemerintah Daemh yang menilai (untuk Risiko
strategis Pemerintah Daerah) atnu kode Perangkat Daerah
vang menjlai (untulk Risiko strategis Perangksat Daerah
dan operasional Perangkat Dasrah

o1 . Nomor urut Risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disaiikan dalam Lampiran (I
Form 4.

Identifikasi Risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1) mengenali proses dan tahapan penvelenggarann
pemerintahan/ program [ kegiatan /urusan;

2] identifikasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga
mendasarkan kepada kejadian vang mungkin tefadi dan
menghambat pencapaian tujuan. Teknik ldentifikasi Risiko
urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini
menggunakan CSAFGD, '

Oleh  karena itu;, pemilihan peserta CSA/FOD  juga agar

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas, Pesesrta CSA/FGD

untuk penilaian Rigika tingkat striategis Pemerintah Daerah adalah

Bupat dan seluruh kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD

untuk penilaian Risiko sirategis (Entitus] Perangkat Daerah adalah

seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat

Daerah, dan peserta CSA/FOD tingkat operasional Perangkat Daerah

adalah Kepala Perangkat Daerah/Kabag/Kabid Perangkat Daerah

serta  Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya
melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat
proses pelaksanaan CSA/FGD,

1) Risiko Strategis Pemerintah Dacrah.

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk
mengidentifiknsl kemungkinan kejadian yang dapat mengancam
pencapaian tujuan strategis Pemetintah Daerah. Contoh formulir
Kertas Kerja ldentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
disajikan dalam Lampiran |l Ferm 8,
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Hai-hal yang perly diperhatikan dalam penyusunan Risika

strategis Pemerintah Daerah:

o) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko
vang disebabkan kelemahan pengendalian vang menjadi
tanggung jawab Kepala Dagrah/tingkat Pemerintah Daerah
(misal: peraturan/monitaring dan lain- lain);

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung
Jawab Bupati , atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.

) Risiko Strategis Pemerintah Daemah dapat berups potensi
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah
Diterah untuk memastikan/membantu pencapaian tujunn
strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk
peraturan /keputusan /SE Kepals Daerah atau pemantauan
aleh Bupati.

dl Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-
faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah
vang dapat mengganggu pencapaian  tujuan SITRIEgS
Pemerintah Daerah.

¢l Perii melibatkan Perangkst Dnerah yang terkait dengan
tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan
pencapan tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang
memeriukan penanganan/ tindakan oleh Bupati.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat bery pia Risiko vang
menurut Bupiti merupakan Risiko yang penting, sehingoa
diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.

8l Risiko strategis Pemerintah Daerah  disstujul/divalidasi
Bupati.

Riniko Strategis (Entitas] Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (Entitas) Peranghkat Daerah dilakikan
untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat MENEUNCam
pencapiuian tujuan strategis (Entitas] Perangkat Daerah vang
terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih
pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah,
Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis
Perangkal Daerah disajikan dalam Lampiran |l Form 9,

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penvusunan Risiko

strategis Perangkat Daeralh:

a] Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko vang
disebabkan kelemahan pengendalinn yang menjadi tanggung
Jawab kepala Perangkat Daerah [kebijakan kepala Perangkat
Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat
Daerah dan sebagainya). Pengendalian vang nantinva
dirancang merupakan tanggung jawab vang dilakukan oleh
kepala Perangkat Daerah, '

bl Risiko strategis Perangkat Daecrah dapat berupe potensi
kordisi yang memerlukun pengendalian di tingkat Perangkat
Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat

Daerah, monitoring kepala Perangkar Daerah dll) unwuk
memastikan /meémbanty  pencapalan  tujuan  strategis
Peranglat Daerah terkait

¢) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berypa faktor-
faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangknt
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis

Perangkat Daerah.
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dl Perlu melibatkan Kabid/pegawai vang terkait dengan tujuan
strategis Perangkat Daerah vang dipilih untuk menjaring
permasainhan  pepcapan tujuan strategis/operasional
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan
oleh kepala Perangkat Daerah.

e} Risiko Strategis Perangkal Daerah dapat berupa Risiko VRng
menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko vang
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian aleh
kepala Perangkat Daerah. B

1) Risiko Strategls Pemerintah Daerah disetujul/ divahidasi

3) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifilasi
kemungkinan kejadian yang depat mengancam pencapaian
tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikisi Risiko Operasional
Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran Il Form 10,

¢. Analisis Risiko

2

3

Melakukan analisis dampak dan kemunglkinan Risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati,
langkah berkutnva adalah melakukan analisis Risiko urusan
wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis Risiko atas urusan wajib
dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan Risiko vang telah
diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor
terhadap dampak dan kemungkinan sesual dengan skala vang
disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas, Selanjutnva
nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan
dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor
dampak dan kemungkinan Risika,

Bentuk kerias kerja hasil analisa dampak dan kemungkinan Risiko
selengkapnya disajikan dalam Lampiran I Form 11.

Memvalidasi Risiko

Hasil analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah  Daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat
strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan apetasional

Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat
Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana vang akan
diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko dengan
kriteria “sangat tinggl” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk
ditarigani.

Bentuk dnftar Risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam
Lampiran Il Form 12,

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
Pemerintah Daerah dibarapkan membangun pengendalian untuk
menuruhkan kemungkinan munculnya Risiko  (preventif],
menurunkan dampak dari Risiko vang muncul (mitigatif), atau
kedunnva,

Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
lkhtisar evaluasi pengendalian yang ads disajikan dalam Tabel
A7
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Tabe] 3.7

[khtisar Evaluasi Pengendalian

Keluaran

Pelaksana/pihak
terkait

Waktu

Sumber data utama -

- Mengidentifikasi  pengendalian  yang
sudah ada terkait dengan Risiko yang
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola)

- Menilai efektifitas pengendalian yang
sudah ada

- Mengidentifikasi pengendalian  vang
masih dibutuhkan/dibangun

- Daftar pengendalian vang ada untuk
masing-masing Risiko prioritas urusan
wajib/ pilihan,

- Hasil ldentifikasi pengendalian yang
masih dibutuhkan untuk masing-masing
Risiko prioritas urnsan wajib/pilihan,

Strategis Pemerintah Daerah :

- Unit Manajemen Risiko  [UMR)
Pemerintah Daerah

- Unit Pemilik Risiko (UFR) Pamerintah
Daerah

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah |

- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat
Daerah

- Unit Pemililk Risiko [UPR) Perangkat
Daerah

Operasional Perangkat Daerah !

= Sekrewrial Manajemen Risiko Perangkat
Daerah

= Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat
Daerah

. Strategis Pemerintah Daerah -

- Penyusunan RPJMD

- Direviy/ dimutakhirkan setiap mhun
pada sant penyusunan KUA/PPAS

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah -

- Pada saat penyusunan Renstra
Perangkat Daerah

- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun
pada saat penyusupan RKA Perangkar
Daerah

Operasional Perangkat Daerah

Pada saatl penyusunan RKA Perangkat

PDaerah

CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang nta mencakup penilaian
kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam
rangka mengelola Risiko vang diprioritaskan. Kebljakan dan
prosedur yang ada tersebut selanjutnyva dinilai efektifitasnya.
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Pengendahan dinyatakan tidak efelctil antara lnin jika:

a) Kebijjakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun
belum marmpu menangani Risiko yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

¢} Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku vang jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan

dintasnya.

Hasll penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan
dalam Lampiran Il Form 13.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian
Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8
lkhtisar penyusunan RTP

Tujm

- Mengidentifikasi Rencana Tindak
Pengenlallan  [RTPF)  untuk  mengitasi
kelemahan lingkungan pengendalion.

- Mengidentifikasi RTP untuk mengatnsi Risilo |
padn tingku! strategis Pemerintah Dactal |
tngkni strategls (Entitns] Perangkat Dacrah
dan tingkat operasionnl Perangkat Dacrah

$

« Daftur Reocana Tindak Pengendalinn
= Rekapitulas) HTP.

Pelaksatin/ piluk
terkanit

- | Strategis Pemeriniah Daerah

= Linit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah
Daermh

= Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Dasraly

Strategis (Entitas) Perangkat Duerah :

| | - Sekretarint Mundjemen Risiko Pernnskat
| Daernb '

| - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah

| | Operasional Perangkat Daerah .

< Seckmtariat Manajemen Risiko  Perangkat
Daerah

= Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Dacrak

Walk

- | Stratcgis Pemetintih Dhstahi=
= Penyusunsn RPJMD |
Pireviu/dimutukhitdon setap tubun pads
saat penvusunan KUA/PPAS |
Strategin (Entitas) Pera t Daerrh
- Podi sant penvusunan Renstra Pernngkat
Daerah
= Dhreviu)/ dimutakhirkan setiap tabun padia
| st penyusunan RKA Peranghant Duerat
Operasional Perangkat Daerah
- Pada saat pesvusunan REA Pemanghat
Daternh

Sumber data i

CSA/FGD

o

RTP merupakan kebijakan/prosedur vang akan dibuat untuk
membangun pengendalian vang diperlukan guna mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko
privritas vang sudah teridentifikasi.
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Langkah kerja penvusunan RTP sebagii berikut

i

bj

Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi  Kelemahan
Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian vang telah
teridentifikas:, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai
contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian
mtern yang disajlkan dalam Lampiran Il Form 3, selarijutnyn
disusun rencana tindak perbaikan.

Merumuskan Kegiatan Pengendalian vang Dibutuhkan dalem
Rangka Mengatasi Risiko
RTF atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian
yang diperlukan dalam mengntasi Risiko. Dalam menentukan
pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon
Risiko. Respon Risiko membantu instansi pemerintah dalam
memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperiukan untuk
memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan
tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
IT) Menghindari Risiko
Menghindar Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai
atad tidak melanjutkan kegiatan yang dupat meningkatkan
Risiko, Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika
mndividu atau  instansi  bersifat  menolak  Risiko
Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat
meningkatkan  signifikansi Risiko lainnya  atau
mengakibatkan hilangnva peluang memeroleh manfaat.

(2] Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan
muneulnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil vang
negatif dapat berkurang, Istilah lain yang juga digunakan
adalah pencegahan (prevention).

{3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak  Ristko
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurang
konsekuensi/dampak  Risike agar kerugian/menjadi
berkurang Istilah lain yang juga digunakan adalah
penanggulangan Abate don mitigate terkadang disebut
dalam satu istilah, vaitu mengurang Risiko (reduce),

(4] Membagi Risike atau Mentransfer Risiko

Respon in melibatkan pihak lain dalam menanggung atau
berbagi sebagian Risiko, Contoh mekanismenya antara lain
meliputi kontrak-kontrak, asuransi. dan struktur organisasi
sepertt kemitraan dan joint ventures untuk menyvebatrkan
tanggungiawab dan kewajiban. Terkait dengan

Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya
finansial atau manfaat vang timbul, misainya premi
asurans:. Jika Risiko dibagi, baik keseluruban maupun
sebagian, maka instansi vang mentransfer Risiko mendapat
Risiko baru, vaitu instansi lain vang memeroleh transfer
Risiko tersebut tidak dapat mengelola Risiko itu secara
efektii.



~3%-

|5) Menerima atau Mempertahankan Risiko

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko
tersisa yang dipertahankan, Padn kasus ekstrem, dapat
teadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon vang
lehih baik, selain menerima Risiko tersebut. RTP tersebut
ditetapkati baik untuk Risiko strategis Pemerintah Daerah,
strategis [Entitas) Perangkat Daerah, dan operasional,
Rencana Tindak Pengendalian  tersebut  meliputi
Pengendalinn yang Dibangun wuntuk Mengatasi Risiko,
Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian,

Selengkapnya, contoh format kegiatan pengendalian atas
Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Lampiran 1i
Form 14,

r) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dar dua Rencana
Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan
lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan
kegiatan penigendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan
terhadap pengendalinn yang sama atau berhubungan dari
kedun RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini periu
memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan
kedua rencana tindak perbaikan pengendalinn  tersebut
sehingga dapat menghindari  duplikasi rencans  tindak
perbaikan pengendalian,

d] Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancarigan
informasi dan komunikasi yang dibutubikan agar pihak-pilak
yvang terlibat dalam pengendalian mengetabui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai vang diinginkan.

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan perigomunikasian
pengendalian yvang dibangun disajikan dalam Liumpiran 1l Ferm
15

€] Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risike dan
RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa
Risiko dapat dipantau keterjadiannys dan pengendalian yang
telah difancang dilaksanakan dan berjalan sfektif,

Contoh form rancangan monitoring Risiko dan evaluasi RTP
disajikan dalam Lampiran [l Form 16 dan Form 17.

3. Kegiatan Pengendalinn
Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalinn yang ada,
langkah sclanjutnya vang perlu dilakukan adalah metierapkan Rencana
Tindak Penigendalian,
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implementast Rencana Tindak Pengendalinn meliputi beberapa kegiatan
sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnnan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP

Regiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko.

Infrastruktur pengendalian vang dibangun berupa kebijakan dan

prosedur pengendalian. Langkah-langkah vang perlu dilakukan dalam

rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi,

1) mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-
undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi haku
yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang
akan dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas arca-area yang sistem
pengendaliannya perlu  dibangun atau  diperbaiki, dapat
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian
serta mengajukan usulan kegintan dalam dokumen perencanaan
apabila diperiukan;

3} membuat atay menyempumakan infrastruktur pengendalian;

4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5] menyempumakan  mncangan  mirastruktur  pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;

6] mensmpkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalisn.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi

pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam

kegiatan opeérasional sehari-har yang harus ditasti oleh seluruh
pejabat, pegawai, masyarakar, dan pihak terkait lainnya

4. Informasi dan kemunikas:

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunilasi
internal dan elsternal vang efektifl dalam setiap tahapan pengelolann
Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilatan Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelal Pemerintah
Daerah menyetujui infrastrulatur pengendalian yang akan diterapkan
dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian vang ada, Pemerintah
Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian vang dibangun kepada
pihak- pihak terkait misalnva Kepala Perangkat Daerah, Bire pada
Sekretmnat daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainva. Perlu
divakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan
dipahami oleh semugp pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah,
pelaksana kegiatan, masvarakat, Inspektorat, dan sebagainva sesuai
rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a, Surat Edaran dar pimpinan K/L/D kepada unit keda atas
pemberlakuan kebijakan

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain
JIMH] vang dapat diakses oleh seluruh pthak yang berkepentingan;
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e Soslalisasi/workshep/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan
undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto
pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian  menggunakan rancangan
pengomunikasian yang sudah dibunt pada tahap penyusunan rancangan
Informes: dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan
pencatatan realisasi pengomunikasian dilalcukan oleh Unit Pemilik Risiko
Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko
strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon
2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (Entitas) Perangkat
Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

2. Pemantauan
a. Pemantauan atas implementast pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secamm berjenjang mulai dari
Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala
Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembanty (Pejabat Eselon 3), Kepala
Seksi/Kepala Sub Bagian [Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup
dan kewenangannya.
Pelaksanaan pemantaunn pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh
Bupati didelegasikan kepada Inspektorat yang bertindak sebagal Unit
Pengawasan,
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan
Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sefak penilaian
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencann
Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun, pimpinan menetapkan
mekanisme pemantauan  atas  pelaksanasn  pengendalinn  sesuai
infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan
pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang
telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secarn efektf.
Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran Il Form 16,

b. Pemantauan kejadian Risiko

Dalam mangka pendokumentasion keterjadian Risiko yang telah
teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membust catatan
mengenal kapan Risiko terjadi (risk evenf) dan dampak vang terjadi.
serta pelaksanaan RTP dengan tyuan untuk mengetahui tingkat
ketejadian  Risiko dan efektivitas pengendalian  vang telah
dilaksanakan. Form pencatatan lapan terjadinya Risiko vang
teridentifikasi menggunakan Lampiran 11 Form 17,

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap
tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Perigawasan
Pengelolaan Risiko. '

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah
Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengendalinn Risiko Laporan
Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkaln Pengelolsan Risiko
Pemerintah Daerah.

A Pelaporan pelaksanann penilainn Risiko
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Kegiatan penilaian Risiko vang terdini dari penilaian Risiko strategis
Pemﬂint_nh Baerah, penilaian Risiko strategis {Entitas) Perangkat Daerah

dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif
dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan.
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategs
Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak vang
terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis
(Entitas) Perangkat Dusrah dan tingkat operasional Perangkat Daeral
periu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pittak yang
terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran Il Laporan 1.

. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko olel Unit Pemilik Risiko

Pelaporan pengelolnan Risiko dilakukan secara semesteran, dan talunan,
Pelaporan untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh
Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
Perangkat Daersh dan tingkat operasional Perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risika Perangkat Daerah.

Kegintan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

4 Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan
vang ditangani oleh setiap Unit herje Semesteran:

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urussn
vang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan,

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Erititas) Perangkat Dasrah
dan Operasional sesuni dengan urusan yang ditangani oleh setiap
Perangkat Dasrah Semesteran:

b. Laporan Riniko dan RTP tngkat sirategia |Entitas) Perangkat Darrah
dan Operasional Perangkat Daérah sesuai dengan urusan vang
ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Stategis Pemerintah
Daerah Semesteran:

b. Laporan Kompilasi seluruh Uriigan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Komite Eksekudfl dan Unit Pengawasan. Contoh bentuk laporan
disajikan dalam Lampiran |1 Laporan 2,




Sigpa

€. Pelaporan berkala pemantauan perigelolann Risiko oleh Unit Manajemen

Risiko

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko
disusun oleh Unsit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite
Eksekutif, Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran Il Lapomn 3.

BUPATI SIGI,
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR

I8 TAHUN 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN

TENTANG
RISIKO D1

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SI10Q1

FORM DAN LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIG!

A. Form Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Sigi

Form 1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan
Intern Control Emronment Evaluation [CEE)

Pengendalian

Pemerintah Daerah : Pemerin

Kabupaten Sigi
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Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sigi
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Pemerintah Dierah : Pemerintah Kabupaten Sigi

s muurw | ok | o :“_-IET | W
[ h = ]
’ :1"1 ales  hepstuban Bukues ll-ln W MesmadalfKus
L1}
N SN e | e | apdiape | afarave] aping vy iy
3 | lespekiest  Dueesh  cosmberilan
lwmi'll ml mﬁ ACRTAS) WP | TR | AR EPR S R h"-ﬁﬂ'f:;ﬂ“
mi G '
¥ - : —
mmmﬁmmm waarl aparies | paeaie | aae] testaie] draasd “m“"l““
¥ | Tem=sn dan  seren/rees=nentes 1
Pengnerssar ABLP vy | WP igadigs | i | ipdgare | asaal apapape Mermiadan/ Kty
ke . i S - cenimn
L WERIA YANG AT DENGAN INSTANEI PEMERINTAN TESATE = '
) T M e=tiincbnd ! K usnng
H-'h-i-ll wrkach | ATRN G REIEREA | NFAATS | PR WA | R
- opnasEl ¢ Mt
F "rluinn_ lnnqull ﬁ i
mm = WA apiaed | wreans | varaes | spariee | vares Needa [ Hteng
m‘qﬂ i ™ =
RKeterangan|
holom ¢ 3 diind dengan Jawalsan responden
Hﬂ:ﬂm.lmhm
Tidak setufu /belum sdi/betum dibangun
2 : Rursng sefuju /telsh dibangun /diterapkan, akan tetapt belum kensist=n
= S Setuju/Sudah dibangun atau  diterapkan  dengan twik, tapi masilh bisa
an
4 : Sangal Setufu/Sudsh dibangun au diterapkan  dengin baik dan  depat
ditularkan ke otganisasi lain
Kolom o © diisd demgan simpulan hasil penilaien lingkungan pengrndallen tip

pertanyaun dan kesimpulan tiap sub unsur lingkutigen pengendalian,
mitnl ¢ kesimpulan tinp pertanyaan

Kolom MWodus: Merupakin rta-ratn darl Jawiban  responden dibagl ‘dengin |umtah
responden. Memadal apahila modus jowaban responden adatah 3 atou
4 dan Kurang memadni apabila modus jawaban responden adalah | atau 2

esimpulan sub unsur lingkungan pergenidation “Memadid’, wpabila selundh simpulan tap
peranyoan pads sub unsur lersebut telah “membadal®, dan "kitrang memadal® apabila
terdapat simpulan pertanysan pada sub unsur tersebul yang “Kursng Meonudai®

KOMITE EKSEKUTIF
SEKRETARIS DAERANM




Form 2. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan
Pengendalian Intern Di Pemerintah Kabupaten Sigi

Namn PFemerintah Duermb © Pemerintah Kabupaten Sig
Talun Penllaian o} 734

Urunm Prmermtahan :Ummnwuih.,.,......_.........

*| Kiasifiusl permasalahan menggunakan sub unsur Lingkun Pengendalian  dalam
Perifuran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, =

Kalorm .lch'lﬂ'ﬂnngn namor urit Kolom b diis dengan sumber dita

Kolom ¢ thitsd dengan uralan kelemshsn s berdasarim dita yang sda merapakan kelemahan,
ftEn

Kolom d dilsl dengan klasifikasi kelemaban/kekuatun sesunl sub unsur pada lingkungan
pengendaliag

KOMITE EKSERUTIF
SEKRETARIS DAERAH
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Form 3. Simpulan Survel Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Darmb  © Pemerintih Kabupaten Sigl

- Kolam & diisl dengan nomor urat

- holom b diisi dengnn sib unsur pada Kngkungan pengendialian

- Kolom ¢ diisi dengan simputan peallaian ovwal CER berdasarian dolumen

- kolom d disl dengon ursinn simpulan pealslan nwsil CEE berndisariin
dakcumen Kolom e dilsi dengan simpulan husil survel persepsi

= Kolom 1 diisi dengan urainn simpulan sesual husd surve) persepsi

- Relom g difsi dengan simpulian sesuni hisall penilulin awal dan survel persepsi,
sika hasd] antars penilaian awal dan survel persepsd berien tungan, mides lokdkan
pendalaman atny lakukan professional judgement unmle menyvimpulkannye

- Kolom b ditsi dengan uniian kelemahin

KOMITE EXSEKUTIF
SEKRETARIS DAERAH
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Form 4. Kode Risiko

, Tabun Britician/ H‘l:hﬂ‘h uiriap e
. m 1 -Il I ~-...I-.Ih-l - I-il... b m
Risfko | Hislics | Daerah Pemnglatt
Penilniien Riniko o FReg : &
BSF 1% ) ] 7} RSP 10.01.01.0]
o L) Ei [ [} FH0.19.03.00.0)
®oo L] i) p1:Y [} ] B0 1903 950

Tingicat Risiheo, terdind dard 3 hurl
sebagni berikut : RSP Strategis
Pemerintah Diersh

REO Strategis Perungkaut Dwernh
ROO Operastonal Perangion Dacrah

Jends Risiles menggnmbarkan urusan Pemerititah Daetah terdinl dari 2 amgku nebago) berikut :

- Komunikasd dan : q
01 | Penslidiloan L i 31 | Perindfustrian das
» Unitha foect],

02 | Kesehitin 17 ::E“" h 32 | Temmummigras
U3 | Pekegean wogm den penateon rusng| 18 | Penanitshan mods) 33 | Perencunsurn Pembangusan

Prrumnhan rakyst don kwssan . Wepemuidian dien alab
s il 1 Faga 34 | Reuangan
os | Fetentesaman, ketertibion umus, dian 20 | Stasistik 35 | =
o 21 | Peranndian 36 | Teaubidhilearn dan Pelitihan
o7 2 | Kebudayasn 57 | Penediuan dan
0a 23 | Perpustnkasn 38 | Penghubung
o5 24 | Kearsipun 39 | Perypwasan
1o 45 “‘““‘“"““” 40 | Kesanian Barijea dan Pulleik
[§1 24 | Parmvisaia 41 | Seloetamint Deswn
id IT | Pertanion
[E] pi. )
14 19 Energl dan

wambrrdaya maneral
15 30 | Prrdagangem
Entitas yang tmenilal terditl dord 2 anglon sebaga: berikut:
01 | Pemerintab Dasrah 26 | THevas Kamurmikam dan informarika
02 | Hito Hukum 27 | Dinos Koperns Usehs Keeil dan Menrngah
03 | Pire nfrestrikiur das SDA 28 Dinas Priunaman Moda) dan Pelavanan Terpatu |
St Pt

04 | Fire Chrgeonmasl 79 | Dinas Kepomudagn, Olah Fags Den Pariwisita
05 :t::&dm..l’nmmﬂnnqunn 30 | Diras Kesenipun din Perpuscaious
06 | Bire Kesctahtorssn Rukoyut 31 | Dinas Kelsutan dan "erikanan

Hiro Prmerininbusn, Otda dur
oy Roar} 32 | Dinos Pertanian dan Perkebunas
08 | Hire Adem. Pembargaiuen Daerah 33 | Dinas Peternubon dun Kesehatan Hewan
0% | Fira Uimum M | Dinan Energl dan Sumber Diva Wistesal
10 | Birn Perekonomian Deerak 35 | Dinan Fermduntrian dam
11 | Sekretnding DFRD T :mhmmm:l}i’:rrmm
12 | lospeieomt A7 | Badun Peryoiola Pessdapatan Dacrah
13 | Dinas Pendidikon den Kebudaysan 8 | Badlar Pergelaln Keuangan den Aset Daerah
14 | Dinw Kewelintan 30 | Badan Kepegawmion Duerah

Dipaw Prkennan Umnum Binon Manga Hnﬂnnhwmhmﬁimhcrlhuuamd-
i dun Cipin Karyn 4 | Dweran




Dritins Pelierjoain Umim Sumlbwes Deya
Adr dan Prruatsan Ruasng

41

Sekretarunt Hadan D | Herc
vt i b A

T

THitni: Prrumahon Relepat disy K mwmsis
Frrmuloman

Badian Penghubung

Satian Palis Pamong Praje

Heulan Kesatuan Bangna Politic

Dinas Sosial

HEUD Tora Belo

3|5/

-l
il | = i

B Prntiss Kaorls

7

Trinan Pembrrdoyann Perempuan,
Perlinduman Anak. Pengenidatian
Penduduk dian Keluasgn Berencana

5

3

Diirnan Brvahmnn Pangan

[hissen Lingkungun Hisllp den
Kehutannm

Dinms Pemberdapuan Maswmkat, Dosa,
Kependudubom dan Pencataton Sipil

&

Dy Perbubungmn
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Form 5, Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Tuhun Penilaan
Peride yang dinilai

Nama Temerittuh Diciah - Kabupuien S

Pﬂ‘iutluﬂl‘-JHDThhun ..............

Sumber Dt

\RPUMD Kabupsten Sig Tohun ..o,

Tujuan Stmtegis
HR.IHI‘:

konieks

Nama Peranghot
Daerah terlait

Saxarsn RPJIMD

IKU Sasaran RPJMD

dan program unggulan

Tujuan, Sasammn, IKU
vang akan dilakukan
pemiimian rigiko
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Form 6. Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerminh: Dacrah - T SN

Tahun Pemilalan X daaiilidic.
Proidide ynng cirdlial t Perinds RPITMD Tatwn i, .00 ”
Uruman Pemermtsban 1 Peranghont Daerals yang Dindtoi:
Sumber Data Fanrangmn Awal Rematri Diriin/ Baditn j Pesangiar Duerad
Tujuan Struiogps
KL XX
IR Hensers Peemnpha
Cramrnds L. ~ I

Infarmasd lain

Turaan. Sasaren, KU |-
sy elbion ifiladou by

[ ™ T ey YO TRy P
Kepila Perungion Daerah

& B ——— g =
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Form 7. Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Dyerub T
Tadivn Penilaisn e
Prriode yang dinilai S

Perangln: Daerals yusrg Dindlal __

Bumber Dt Remja Porangikul Deerah ....... ...

Tupzan Birateyis

Diserenli [Rersja 202X
dan Kegatan Utama

Erlwaran Hesi!
fumaaran
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Form 11. Kertas Kerja Hasil Andlisis Risiko

Nama Pemennrah Daerah
Tujuan Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pomerintahan

Analisis Risikno
No. | *Risiko™ yang Tendentufkasi | Kode Risiko Slaln Skuln Skala
Damipak | Kemunelinan Risiko

a b o d 3 Fridxe

] Risiko Strategis

i.

2.

3.

Il | Risilo Strategls Perangkat

Doerah

L

2.

3.

n:
Kolom o dilsl dengan namor uni
Kolony b diisi dengnn risiko yang Wevidentifilost sesndt Form 8 dan Form 9
Kolom ¢ dimsi dengin kode rinlko sesuai Form 4
Kolom d dii=i dengan skain dompak berdasarkan perhitungan rata-mita/modus dampak
viang diberikan pesertin dislouni
Kolom ¢ difsi dengen akilln kemungkinan berdasarksn perhitUngan rate-mta/ modus
skals kemungiinan yang diberikan prseri diskust
Kolom [ dilsi dengan hasd] perkalinn antara ssla dampak dan skile kemungkinan

KEPALA PERANGKAT DAERAH
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Eofcon v (Hind dinmmady Koo 1 e
Builees it chiws cherigme alnle vl
Bl v dind dnngan pruiis imiss
Kalewm £ Alet dengan peamsteb
Bieiom g L drogan damped

KEPALA PERANGKAT DAERAH
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B. Laporan Pengelolasn Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi

Laporan 1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten
Sigi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Sigl

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
(UPR) disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada
Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan. dengan contoh  outline
sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN

SIGl DAN / ATAU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI

. PENDAHULUAN

IL.

A

D.

LATAR BELAKANG

Bagian ini berisi latar belakang penvusunan laporan pengelolaan
rislko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko
Permnerintah Daerah,

DASAR HUKUM

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik vang
berasal dard pemerintah pusat, instansi tetkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah
baik kebijakan perencanasn sampai ke pelaporan pengelolaan
nsiko.

» MAKSLID DAN TUJUAR

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengeiolaan
risiko di Pemerintuh Dasrah.

RUANG LINGKUP

Bagian ini beris1 penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep
dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INT

Bagian ini berisi hasil penilaian awal cdan hasil survei persepsi,
yang selanjutnve disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian
urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bagian mi berisi strategl vang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya
perigelolnan risiko di Permerintah Daerah,

1T, PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

B.

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian inl berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah
Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa
urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas
sesual dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan
profesional lainnya,

HASIL IDENTIFIKAS] RISIKO

Bagian ini berisi hasll diskusi unit pemilik terhadap atribut- atribut
risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penvebab risiko, sumber rigiko,
sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllablel atau
tidak dapat dikendalikan [(uncontrollable) oleh pemilik risiko,
dampak risiko, serta penerima dampak risiko).




C. HASIL ANALISIS RISIKO
Bagian ini herisi slkala risiko, mairiks rsiko, Hasil Analisis Risiko
sesuni Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dan
analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah
ditdentifikasi.
L. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadnp pengendalian yang
sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang
diprioritaskan untuk ditangani {dikelola) dari hasil analisis fisiko.
E, PENGENDALIAN YANG MAS!IH DIBUTUHKAN
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko
priontas  urusan  wajib/pillhan  karena masih ada celah
pengendalian  dari pengendalian vang sudah dilakukan aleh
Pemenntah Dnerah.
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKAS!
Bagian ihi berisi rancangan informasi dan komunikasi yang
dibutulikan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian
‘mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai vang
ditnginkan, N
V. RANCANGAN PEMANTAUAN
Hagian ini berisi mekanisme pemantauan yvang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau  keterjadiannya dan
pengendalian yang telah direncang dilaksanukan dan berjalan efektif,
VL. PENUTLIP
Bagian ini berisl simplilan rancangan penerapan pengelolsan risiko
Unit Pemilik Risiko,

Lampiran
[Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP

serta penghomunikasian dan moniteringnya)
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Laporan 2, Laporan Semester | /11 Penigelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Sigi
Laporan berkala dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada
hcnﬂmnitﬂ Eksekutil dan Unit Pengawassn, dengan contoh outline ssbagai

Tt

LAPORAN SEMESTER I/ll PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
KABUPATEN S1G1

L.

i

PENDAHULUAN

A. Latar Belaknng
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko
Pemerinteh Daerah.

B, Dasar Hukum
Bagian ini berisi pemturan-peraturan ataupun kebijakian baik
vang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkalt ataupun
peraturan  daerah yang menjadi dasar pengelolaan rnisiko
Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
pelaporan pengelolaan risiko,

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan
risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal vang menjadi batasan konsep
dan konteks pengelolaan risiko Pemerinteh Daerah.

RENCANA DAN REALISAS| KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

PEMERINTAH DAERAH.

A Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemenntah Daerah semester
/1
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko
yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga
dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan
sebelumnya.

B. Realisasi Kegtatan Pengelolaan Risiko Pemenmntah Daerah semester
il
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko
yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian
mengenai gap vang terjadl antara réencana kegiatan pengelolaan
risike dengan reahsasinva.

1. HAMBATAN PELAKSANAAN KEQIATAN

AT

V.

Bagian ini berisi uraian dan analisie hal-hal vang menjadi kendala
atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-
hal yang menvebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi
kegintan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

MONITORING RISIKO DAN RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan
RTP, keterjadian risike, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan
RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini fuga
dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk
periode riwulan berikutnya.

PENUTUP

Bagian im menjelaskan simpulan atas capainn penerapan
pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strateg) vang akan
dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolasn risiko
pada perinde ini sebagal perbaikan untuk penerapan pengelolaan
nsiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah
Daerah.
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Laporan 3. Laporan Semester [/Il Unit Manajemen Risiko Pemantauan
Pengelolaan Ristko Pemenntah Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi

Laporan semesteran dan tahunan kegiatnn pemantauan pengelolann risilo
disusun oleh Unit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite
Eksekutif dengan contoh outline sebupai berikut:

LAPORAN SEMESTER [/Il UNIT MANAJEMEN RISIKO PEMANTAUAN
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN 810G

A. Rencana dan Realisasi Kegintan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolasn risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
Pemerintah Daerah vang dilaporkan oleh UPR kepada unit Pengawnsan,

B. Hambatan Pelakwinaan Kegiatan
Bagian inl berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolnan
risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yarg menjadi kendala vang
dilaporkan aleh UPR kepada unit pengawasan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantausn dtas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta
analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang
telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara  efektif.
Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang
dibutuhkan, bentuk/metode pemantavan yang diperlukan, penanggung
jawab pemantaugan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu
pelaksangan, dan hal-hal lainnya vang terjadi dalam pemantauan
keglatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran,

ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR
serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan
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